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ABSTRAK :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Ayat (1) peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan perubahan
ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupti dan Wakil Bupati
dan/atau Walikotan dan Wakil Walikota

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato ini

adalah:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone
Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 26, Undang-undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundanga-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimna telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 5679); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113); Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah



CATATAN :

beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang
Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati
dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Thaun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaima
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,
Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur,
Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pohuwato Nomor 138/PL.02.2-
Kpt/7504/KPU-Kab/VI1/2020 diatur tentang :

- Menetapkan Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik
atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pohuwato Tahun 2020 adalah 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatem Pohuwato pada Pemilu
Tahun 2019 yaitu 20% x 25 Kursi = 5 (lima) Kusi;

- Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan
Partai Politik yang menjadi syarat pencalonan Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Pohuwato Tahun 2020 adalah 25% x 86.098=21.524,5 (dua puluh satu ribu
lima ratus dua puluh empat koma lima) dibulatkan menjadi 21.525 (dua
puluh satu ribu lima ratus dua puluh lima) suara sah.

- Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan
Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua
puluh lima persen) dari akumulai peroleh Suara Sah sebagaimana
dimaksud dengan diktum KETIGA hanya berlaku bagi Partai Politik yang
memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pohuwato pada Pemilu 2019;

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 Juli 2020.
Keputusan ini terdiri dari 5 Halaman.



